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PERANAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA EKONOMI SYARI’AH DI PENGADILAN AGAMA
PURBALINGGA TAHUN 2009-2014

ISHMATUL MAULA
NIM.: 1123202023
Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Jurusan Muamalah Fakultas
Syari’ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Asas hukum acara perdata menyebutkan bahwa pengadilan wajib
mendamaikan pihak berperkara. Asas ini mengharuskan pengadilan (Hakim) agar
dalam menangani suatu perkara perdata yang diajukan kepadanya terlebih dahulu
berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara. Terkait dengan upaya
damai yang harus dilakukan Hakim dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara
di bidang ekonomi syari’ah umumnya dan di bidang perbankan syari’ah
khususnya di lingkungan peradilan agama, Mediator (Hakim) memiliki peran
sangat penting tetapi terdapat fenomena Hakim di Pengadilan Agama yang belum
memiliki sertifikat mediator dan jadwal persidangan yang padat mempengaruhi
kualitas keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama. Untuk itu penting untuk
penulis melakukan penelitian, bagaimana proses mediasi sengketa ekonomi
syari’ah di Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2009-2014 dan bagaimana
peranan mediator (Hakim) Menunjang Efektivitasnya Mediasi di Pengadilan
Agama Purbalingga.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field
research) dan sifat penelitiannya adalah kualitatif. Skripsi ini menggunakan
metode studi dokumen, observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam
pengumpulan datanya. Sedangkan untuk menganalisis data yang telah terkumpul,
penulis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif dengan pendekatan
Yuridis sosiologis.

Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa tahapan mediasi ekonomi
syari’ah di Pengadilan Agama Purbalingga yaitu: Pra mediasi, mediasi, akhir
mediasi dan Peran mediator sangat berpengaruh dalam keberhasilan mediasi,
karenanya pemilihan mediator menjadi suatu hak bagi para pihak yang
bersengketa untuk membantu menengahi permasalahan yang dihadapi. Peran
mediator sebagai sebuah garis rentang dari sisi peran yang terlemah hingga sisi
peran yang terkuat di Pengadilan Agama Purbalingga. Sisi peran terlemah dan
terkuat sudah mulai diterapkan sebagai tugas seorang mediator akan tetapi
keputusan tetaplah kembali kepada para pihak karena mediator hanya memiliki
kewenangan mengarahkan dan memberi jalan keluar di luar keputusan.

Kata kunci: Mediator, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah, Pengadilan
Agama Purbalingga
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“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari
suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang
sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia
itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik
dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya
Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(Q.S An-Nisa Ayat 128)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan R.l. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

| alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

« ba’ b Be

<O ta’ t Te

& sa $ es (dengan titik di atas)

z jim j Je

z h h ha (dengan titik di bawah)
c kha’ kh ka dan ha

3 dal d De

3 zal s zet (dengan titik di atas)
B ra’ r B

B! zai z Zet

o sin S Es

o syin sy es dan ye
U sad $ es (dengan titik di bawah)
Ua dad d de (dengan titik di bawah)
L ta’ t te (dengan titik di bawah)
L za’ V4 zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain koma terbalik ke atas

¢ gain g Ge

a fa’ f Ef

3 qaf q Qi

&l kaf k Ka
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J lam I El

A mim m Em

O nun n En

E waw w We

5 ha’ h Ha

¢ hamzah ' Apostrof
s ya' y Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat

yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin | Nama
% fathah fathah A
— kasrah Kasrah I
3 dammah dammah U
2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama Huruf | Nama Contoh Ditulis
Latin
fathah dan ya ai adani S Bainakum
fathah dan wawu au |adanu Js8 Qaul




3. Vokal Panjang
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan

huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis a Contoh 4\ ditulis jahiliyyah
Fathah+ ya’ ditulis a Contoh % ditulis tansa
Kasrah + ya’ mati ditulis T Contoh S ditulis karim
Dammah + wawu mati ditulis @ | Contoh (=52 ditulis furid

C. Ta’ Marbiutah
1. Bila dimatikan, ditulis h:

iSs Ditulis hikmah

L Ditulis jizyah

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

A1) dansd Ditulis ni ‘matullah

3. Bila ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditranslitrasikan dengan 7 (h).

Contoh:
ik Yids raudah al-atfal
3 ) el Anaal) al-madinah al-munawwarah

D. Syaddah (Tasydid)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

BAdxta Ditulis muta ‘addidah

Bc Ditulis iddah




E. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

&l Ditulis al-badi’u

el Ditulis al-giyas

-

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah

eladdl Ditulis as-sama’

il Ditulis asy-syams

F. Hamzah
Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

(o Ditulis syaiun
2l Ditulis ta khuzu
<l Ditulis umirtu

G. Huruf Besar
Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang
diperbaharui (EYD).
H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut

bunyi atau pengucapan atau penulisannya

daud) Jal Ditulis ahl as-sunnah

a8l (592 Ditulis zawr al-furid

Xi



KATA PENGANTAR

Dl QaR DU A
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kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas
segala hidup dan kehidupan yang diciptakan Allah. Shalawat serta salam semoga
tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., kepada para sahabatnya, tabi’in
dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga
kelak kita mendapatkan syafa’atnya di hari akhir nanti, Aamiin.

Adapun skripsi yang ditulis oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh
gelar sarjana strata 1 pada Jurusan Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (1AIN)
Purwokerto, dengan judul “PERANAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI
PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA TAHUN 2009-2014”. Ketertarikan
penulis terhadap judul terebut dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana
proses mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga dan bagaimana peranan hakim
sebagai mediator dalam menunjang efektifitas di Pengadilan Agama Purbalingga
Tahun 2009-2014.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
memberikan bimbingan, bantuan, dan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam beberapa tahun belakangan ini terlihat
begitu pesat. Hal ini terlihat dari banyaknya bank umum konvensional yang
berlomba-lomba membuka diri untuk menjadi bank umum syari’ah sampai
saat ini tercatat sebanyak 11 bank umum syari’ah yang telah beroperasi.

Keadaan ini telah menunjukkan indikasi positif bahwa ekonomi Islam
dapat diterima dengan baik di Indonesia. Perkembangan ini juga diikuti
dengan semakin banyaknya BMT vyang telah ada dan tersebar diseluruh
Indonesia. Dengan banyaknya bank-bank syari’ah baik yang beroperasi secara
stand alone maupun yang sudah menerapkan dual banking system, yang mana
perbankan konvensional dengan sistem konvensional bisa membentuk unit-
unit perbankan dengan sistem syari’ah merupakan sebuah fenomena tersendiri
di negeri ini.

Hanya dalam kurun waktu 13 tahun sejak tahun 1992 hingga 2005,
lembaga syari’ah di Indonesia tumbuh dengan pesat seperti perbankan
syari’ah, asuransi syari’ah, reksadana syari’ah, pegadaian syari’ah, bahkan
properti. Perkembangan lain yang dapat kita lihat jelas dengan semakin
banyaknya produk-produk yang muncul dengan lebel Islam ataupun syari’ah.

Mulai dari make up yang muncul dengan wajah syari’ah, bengkel yang



muncul dengan label syari’ah, hotel, salon, restoran, dan masih banyak lagi
lini usaha yang giat mengeluarkan diri dengan imej Islam ataupun syari’ah.*

Perkembangan aplikasi Ekonomi Islam di Indonesia sendiri dimulai
sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992, dengan landasan
hukumnya UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang telah direvisi
dalam UU nomor 10 tahun 1998. Selanjutnya berturut-turut telah hadir
beberapa UU sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap kemajuan
aplikasi ekonomi Islam di Indonesia.?

Di Indonesia, pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa
ekonomi syari’ah adalah Pengadilan Agama. Semenjak tahun 2006, dengan
diamendemennya UU No. 7 Tahun 1989 dengan UU No. 3 Tahun 2006
tentang Peradilan Agama, kewenangan Peradilan Agama diperluas. Di
samping berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di
tingkat pertama antara orang-orang Yyang beragama Islam di bidang
perkawaninan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan shadaqah,
Pengadilan Agama juga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syari’ah (Pasal 49 ayat (1) UU No.
3 Tahun 2006). Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan ekonomi

syari’ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut

! Hafiddhuddin, “Peranan dan Pengaruh Iklan Pada Media Cetak Terhadap Perilaku
Masyarakat Menggunakan IB Hasanah Card BNI Syari’ah “(Studi pada PT. Bank Negara
Indonesia)”UIN Syarif Hidayatulloh” Lihat
http://www.academia.edu/8302881/PROPOSAL_BAB_1. diakses 12 Desember 2015, Pukul 14.00
WIB.

2 Rahmani Timorita Yulianti, “Perbankan Islam di Indonesia (Studi Peraturan
Perundang-undangan)”, dalam Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial FENOMENA, Vol. 01 No.2,
Yogyakarta: Lembaga Penelitian UlI, him. 104


http://www.academia.edu/8302881/PROPOSAL_BAB_1

prinsip syari’ah, antara lain meliputi: bank syari’ah, lembaga keuangan mikro
syari’ah, asuransi syari’ah, reasuransi syari’ah, reksa dana syari’ah, obligasi
syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah, sekuritas syari’ah,
pembiayaan syari’ah, pegadaian syari’ah, dana pensiunan lembaga keuangan
syari’ah, bisnis syari’ah.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama
berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah. Kewenangan tersebut
tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari’ah saja, tapi juga di bidang
ekonomi syari’ah lainnya. Kemudian, kewenangan Pengadilan Agama
diperkuat kembali dalam Pasal 55 (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syari’ah yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan
syari’ah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
Namun, Pasal 55 (29) UU ini memberi peluang kepada para pihak yang
bersengketa untuk menyelesaikan perkara mereka di luar Pengadilan Agama
apabila disepakati bersama dalam isi akad. Sengketa tersebut bisa diselesaikan
melalui musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syari’ah Nasional
(BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain dan/atau melalui pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Umum.?

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dikatakan sebagai wujud yang paling
riill dan lebih spesifik dalam upaya negara mengaplikasikan dan

mensosialisasikan institusi perdamaian dalam sengketa bisnis. Dalam Undang-

® Abdul Rasyid, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah di Indonesia Bagian 1 dari
27, Lihat http://business-law.binus.ac.id/2015/02/17/penyelesaian-sengketa-perbankan-syari ‘ah-
di-indonesia-bagian-1-dari-2-tulisan/, Diakses tanggal 20 Januari 2016, Pukul 18.00 WIB.


http://business-law.binus.ac.id/2015/02/17/penyelesaian-sengketa-perbankan-syariah-di-indonesia-bagian-1-dari-2-tulisan/
http://business-law.binus.ac.id/2015/02/17/penyelesaian-sengketa-perbankan-syariah-di-indonesia-bagian-1-dari-2-tulisan/

undang ini pula dikemukakan bahwa negara memberi kebebasan kepada
masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa bisnisnya di luar
pengadilan, baik melalui konsultasi, mediasi, negoisasi, konsiliasi atau
penilaian para ahli.*

Dalam perspektif hukum Islam konsep penyelesaian persengketaan
disebut dengan istilah sulhu. Konsep su/hu (perdamaian) sebagaimana yang
tersebut dalam berbagai kitab fikih merupakan satu doktrin utama hukum
Islam dalam bidang muamalah untuk menyelesaikan suatu sengketa, dan ini
sudah merupakan conditio sine quo non dalam kehidupan masyarakat
manapun, karena pada hakekatnya perdamaian bukanlah suatu pranata positif
belaka, melainkan lebih berupa fitrah dari manusia. Segenap manusia
menginginkan seluruh aspek kehidupannya nyaman, tidak ada yang
mengganggu, tidak ingin dimusuhi, ingin damai tentram dalam segala aspek
kehidupan. Dengan demikian institusi perdamaian adalah bagian dari
kehidupan manusia.

Penyelesaian sengketa secara damai (Su/h) ini dalam Agama Islam
antara lain ditegaskan dalam al-Quran dalam surat al-Hujarat (49) ayat 9:
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“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu
berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau

* Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syari’ah Dalam Kewenangan Peradilan Agama
(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), him. 441.



yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang
melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada
perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya
menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya
Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.

Berbicara tentang mediasi, yang penting adalah bahwa dalam mediasi
itu terdapat keterlibatan pihak ketiga yang independen untuk memberikan
fasilitas dari mediasi. Dengan kata lain, mediasi adalah negosiasi antara kedua
belah pihak yang dibantu pihak ketiga yang bersifat netral, namun ia tidak
berfungsi sebagai Hakim yang berwenang mengambil keputusan. Inisiatif
penyelesaian tetap berada pada tangan para pihak yang bersengketa. Dengan
demikian, hasil penyelesaian bersifat kompromi. Ciri-ciri pokok mediasi yaitu:
pertama, mediator mengontrol proses negoisasi, kedua, mediator tidak
membuat keputusan, mediator hanya memfasilitasi karena para pihak tidak
merasa memiliki keputusan itu, tidak merasa masalahnya diselesaikan dengan
cara yang diinginkannya. Mediasi itu semestinya win win solution sehingga
tidak ada banding dalam mediasi. Kesepakatan yang tercapai adalah
kesepakatan yang diinginkan mereka. Belum tentu yang dirasakan baik oleh
mediator juga baik untuk para pihak.°

Sudah menjadi asas dalam hukum acara perdata bahwa pengadilan
wajib mendamaikan pihak berperkara. Asas ini mengharuskan pengadilan
(Hakim) agar dalam menangani suatu perkara perdata yang diajukan

kepadanya terlebih dahulu berupaya mendamaikan kedua belah pihak

®> Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya (Semarang: Karya Thoha Putra,
2002), him. 9

® Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syari’ah Dalam Kewenangan Peradilan Agama,
him.450.



berperkara. Upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dipersidangan
adalah suatu yang imperatif (wajib dilakukan) dengan jalan mediasi. Kelalaian
Hakim mengupayakan perdamaian tersebut bagi kedua belah pihak berperkara
akan mengakibatkan batalnya pemeriksaan perkara tersebut demi hukum.
Disini fungsi ADR (Alternative Dispute Resolution) sangatlah dibutuhkan
untuk para pihak yang bersengketa agar penyelesaian sengketa tersebut bisa
berakhir secara kekeluargaan.

Terkait dengan upaya damai yang harus dilakukan Hakim dalam
rangka menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi syari’ah umumnya
dan di bidang perbankan syari’ah khususnya di lingkungan peradilan agama,
paling tidak ada dua ketentuan yang harus diperhatikan yaitu: ketentuan Pasal
154 R.Bg/ 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun
2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.’

Di Pengadilan Agama Purbalingga menetapkan Hakim sebagai
mediator yang resmi mengacu pada Pasal 154 R.BG/130 HIR dan peraturan
Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di
pengadilan. Dalam hal ini advokad dapat menjadi seorang mediator apabila
telah memiliki sertifikat yang dikeluarkan Mahkamah Agung serta pelatihan
yang diselenggarakan bekerjasama dengan UIN Walisongo Semarang. Akan
tetapi, advokad yang memiliki sertifikat mediator dan telah mengikuti

pelatihan tidak dapat beracara sebagai mediator di Pengadilan Agama

’ Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah di Pengadilan Agama dan
Mahkamah Syar’iyah (Jakarta: Kencana, 2009), him.127.



Purbalingga karena Pengadilan Agama Purbalingga yang menetapkan Hakim
yang berwenang sebagai mediator.®

Disini peran mediator memang penting dalam mensukseskan mediasi
tetapi peran para pihak juga tidak kalah penting karena Hakim disini hanya
bertindak untuk menyadarkan para pihak akan pentingnya sebuah perdamaian
dan esensi dari dari sebuah perdamaian tersebut.’

Dari uraian di atas, terlihat bahwa mediator (Hakim) memilki peran
sangat penting tetapi terdapat fenomena Hakim di Pengadilan Agama yang
belum memiliki sertifikat mediator dan jadwal persidangan yang padat
mempengaruhi kwalitas keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama. Untuk itu
penting untuk penulis melakukan penelitian, Bagaimana Peranan Mediator
(Hakim) Menunjang Efektivitasnya Mediasi di Pengadilan Agama.

Dari sinilah penulis tertarik mengangkat kasus tersebut dalam
penelitian yang berjudul “Peranan  Hakim Sebagai Mediator Dalam
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama Purbalingga
Tahun 2009-2014.”

B. Definisi Operasional

Guna menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah
sekaligus sebagai acuan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya, penulis
perlu menegaskan istilah dari judul penelitian ini. Adapun penegasan yang

penulis maksudkan adalah sebagai berikut:

8 \Wawancara dengan Syamsul Falah (Hakim Mediator di Pengadilan Agama
Purbalingga), Pada tanggal 8 Oktober 2015. Pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan Syamsul Falah (Hakim Mediator di Pengadilan Agama
Purbalingga), pada tanggal 08 oktober 2015 Pukul 02.00 WIB.



1. Sengketa/dispute:

Istilah sengketa dari bahasa indonesia dan dispute dari bahasa inggris
yang berarti perselisinan atau percekcokan, atau pertentangan.'® Dalam
penelitian ini difokuskan pada beberapa penyelesaian sengketa melalui
mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2014.

2. Mediasi

Mediasi merupakan pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian
sengketa antara dua pihak.** Dalam mencapai perdamaian tidak lepas dari
bantuan mediator melalui proses perundingan yang diupayakan.

3. Ekonomi syari’ah

“Sosial science which studies the economics problems of people imbued
with the values of Islam”. (ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan yang
mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilnami oleh nilai-nilai
Islam.*?

4. Mediator

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak yang
berperkara untuk menyelesaikan permasalahan untuk = memperoleh
kesepakatan guna mengakhiri sengketa.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan

permasalahan penelitian skripsi ini, sebagai berikut.

9 Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 2011), him.19.

Kamus Hukum, (Bandung: Citra Umbara), him.253.

2Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syari’ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan
Agama, him.7.



1. Bagaimana proses mediasi sengketa ekonnomi syari’ah di Pengadilan
Agama Purbalingga Tahun 2009-2014?

2. Bagaimana peranan mediator dalam menunjang efektifitasnya mediasi
sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-
20147

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan mediasi di
Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2009-2014.

b. Untuk mengetahui dan menganalisis peran mediator dalam
pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2009-
2014.

2. Manfaat

a. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran dalam rangka pengembangan kajian ilmu hukum terutama
tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah di
Pengadilan Agama Purbalingga.
b. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan masukan
bagi praktisi di lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama baik

Hakim maupun praktisi hukum lainnya dalam proses mediasi.
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E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penelusuran pustaka merupakan suatu yang
sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan
penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari
adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang telah ada
dan yang akan diteliti. Dalam tinjauan pustaka ini, penulis berusaha
melakukan penelusuran dan penelaahan hasil-hasil penelitian terdahulu yang
mempunyai korelasi dengan penelitian penulis yang berkaitan dengan konsep
mediasi di pengadilan.*®
1. Teori yang mendukung

Dalam Buku yang ditulis oleh Abdul Mannan yang berjudul Hukum

Ekonomi Syari’ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama salah
satunya menjelaskan tentang tata cara menyelesaikan persengketaan
dengan non litigasi dan beberapa beberapa Undang-Undang Peradilan.*

Cik Basir dalam buku Il Penyelesaian Sengeketa Perbankan Syari’ah

di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah menyebutkan bahwa
dalam Pasal 154 R.Bg/130 HIR dan pearturan Mahkamah Agung
(PERMA) No. 01 Tahun 2008 terkait dengan upaya damai yang arus

dilakukan Hakim dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara di bidang

BAnggita Isty Intansari, “Implementasi Mediasi Sebagai Penyelesaian Konflik

Berdasarkan Perma No 1Tahun 2008, Skripsi STAIN Purwokerto, 2008.

1.

4 Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syari’ah Dalam Kewenangan Peradilan Agama, him.
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ekonomi syari’ah umumnya dan bidang perbankan syari’ah khususnya di
lingkungan peradilan agama dengan prosedur Mediasi.*®
2. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian lain tentang mediasi dilakukan oleh Budi Setiawan dalam
skripsinya yang berjudul Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian
Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Purwokerto Pasca berlakunya
Perma Nomor 1 Tahun 2008. Fokus pembahasan skripsi adalah proses
adalah penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto.
Sedangkan penulis menfokuskan penelitian ini dalam peranan mediator
dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama
Purbalingga Tahun 2009-2014.1

Dalam skripsi yang ditulis oleh Khairina yang berjudul Mediasi
sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa antara Bank dan Nasabah dalam
skripsi tersebut sama-sama mengkaji tentang penyelesaian sengketa
dengan mediasi tapi perbedaannya hanya di skripsi ini mengkaji
bagaimana tata cara mediasi bank dengan nasabah dan bagaimana
penerapan mediasi Sebagai penyelesaian sengketa, sedang skripsi yang

sedang disusun penulis lebih difokuskan pada peranan seorang mediator

5 Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah di Pengadilan Agama dan
Mahkamah Syar’iyah, him.1

® Budi Setiawan, “Pelaksaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Purwokerto Pasca Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008”. Skripsi STAIN
Purwokerto, 2010.
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dalam penyelesaian sengketa, dan bagaimana proses mediasi di Pengadilan
Agama Purbalingga.’

Dalam skripsi yang ditulis Anggita Isty Intansari yang berjudul
Implementasi Mediasi Sebagai Penyelesaian Konflik Berdasarkan Perma
No 1 Tahun 2008. Dalam skripsi ini berfokus pada bagaimana Penerapan
Mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga dan meneliti bagaimana
Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Konflik yang ditangani di
Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2010, sedang skirpsi yang
sedang disusun penulis lebih berfokus pada peranan mediator (Hakim)
sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-
2014,

Tulisan lain tentang mediasi ditulis oleh Nita Triana dalam artikelnya
berjudul mengontruksi Alternative Dispute Resolution (ADR) yang
berlandaskan Hukum Islam Dalam Kerangka Hukum Nasional, dalam
artikel tersebut diterangkan suatu proses penyelesaian konflik dimana para
pihak yang bersengketa tersebut membangun upaya damai dan sepakat.
Dalam hal ini, mediasi/ negoisasi, arbitrase dan litigasi sebagai bentuk
alternatif penyelesaian sengketa (ADR). Tulisan yang satu ini, dalam hal
topik yang tulis terdapat persamaan yaitu tentang perdamaian dalam
sengketa yang akan diteliti oleh penulis. Perbedaanya terletak pada sudut

pandang penelitian dan pembahasannya. Jika di dalam tulisan Nita Triana

7 Khairina, “ Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Antara Bank dan Nasabah”.
Skirpsi Universitas Hasanuddin, 2013.

®Anggita Isty Intansari, “Implementasi Mediasi Sebagai Penyelesaian Konflik
Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2008”. Skripsi STAIN Purwokerto, 2008.
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dispesifikan pada penyelesaian sengketa yang berlandaskan hukum Islam,
maka penelitian yang akan penulis lakukan lebih dispesifikan terhadap
peranan Hakim sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi
syari’ah di Pengadilan Agama Purbalingga *°

Tabel Kajian Pustaka

sengketa antara

tentang prosedur

No. | Nama/Tilte Judul Persamaan Perbedaan

1. Budi Pelaksanaan Fokus Dalam skripsi ini
Setiawan/S1 | mediasi  dalam | pembahasan membahas mediasi
perkara dalam skripsi ini | perceraian di
perceraian di | sama-sama Pengadilan Agama

Pengadilan memabahas Purwoketo
Agama mediasi  sebagai | sedangkan dalam
Purwokerto penyelesaian skripsi yang
pasca berlakunya | sengketa. penulis susun
Perma No 1 mediasi  ekonomi
Tahun 2008. syari’ah di
Pengadilan Agama

Purbalingga.
2. Khairina/S.H | Mediasi sebagai | Pembahasan Dalam skripsi ini
penyelesaian dalam skripsi | meneliti bagaimana

tata cara mediasi

bank dan | mediasi  antara | dan bagaimana
nasabah bank dengan | penerapan mediasi
nasabahnya dan | sedangkan skripsi
penerapan yang penulis susun
mediasi  sebagai | lebih
penyelesaian mengfokuskan
sengketa. pada peranan
mediator  dalam
mediasi  sengketa
ekonomi  syari’ah
di Pengadilan
Agama
Purbalingga.

19 Nita Triana, “Mengkontruksi Alternative Dispute Resolution (ADR) yang berlandaskan
Hukum Islam Dalam Kerangka Hukum Nasional, “Jurnal Al Manahij,” Vol 3 (No. 1 Januari-Juni
2009), him. 53.
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3. Anggita
Intansari
/S.sy

Isty

Implementasi
Mediasi sebagai
Penyelesaian
Konflik
berdasarkan
Perma No 1
Tahun 2008

Dalam skripsi ini

hampir sama
dengan  skripsi
yang penulis
susun yaitu
mengkaji

prosedur mediasi
di Pengadilan
Agama
Purbalingga.

Dalam skripsi ini
meneliti bagaimana
penerapan mediasi

dan efektifitas
mediasi di tahun
2008-2009

sedangkan penulis
membahas tentang
peranan  mediator
dalam penyelesaian
sengeketa ekonomi
syari’ah di
Pengadilan Agama
Purbalingga Tahun
2009-2014.

F. Kerangka Pemikiran Alternative Dispute Resolution (ADR)

Alernative Dispute Resolution (ADR) adalah lembaga penyelesaian

sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak,

yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi,

mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Pasal 1 angka 10 UU No 30 tahun

1999).

Phillip D. Bostwick mengartikan ADR sebagai sebuah perangkat

pengalaman dan teknik hukum yang bertujuan:

1. Menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan demi keuntungan para

pihak

2. Mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang

biasa terjadi

3. Mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke

pengadilan.
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Selanjutnya, Jacqueline M. Nolan-Holey dalam bukunya Alternative
Dispute Resolution in A Nutshell menyatakan bahwa:

“ADR is an umbrella term which refers generally to alternatives to

court adjudication of dispute such negotiation, mediation, arbitration,

minitrial and summary jury trial » 20

Di dalam sistem pengambilan keputusan konvensional (keputusan
melalui peradilan dan arbitrase), pihak pemenang akan mengambil segalanya
(winnertakesall). Di dalam sistem ADR, penyelesaiannya diusahakan sebisa
mungkin dilakukan secara kooperatif (co-operative solutions). Penyelesaian
kooperatif ini biasa diistilahkan sebagai “win-win solutions” Yyaitu suatu
penyelesaian di mana semua pihak merasa sama-sama menang.*

Diantara salah satu model ADR (Alternative Dispute Resolution)
adalah mediasi. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin,
mediare yang berarti berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang
ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya
menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada di tengah
juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak
dalam menyelesaikan sengketa. la harus mampu menjaga kepentingan para
pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan

kepercayaan dari para pihak yang bersengketa. Penjelasan mediasi dari sisi

% Rahmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Bandung: PT
Citra Aditya Bakti, 2013), him. 10.

2l Nyoman Gede Remaja, “Pengaturan ADR (Alternative Dispute Resolution) Kajian
Terhadap Undang-undang No 30 Tahun 19997, Lihat http:///www.fakultashukum-universitas
panjisakti.com%2Finformasi-akademis%2Fartikel-hukum%?2F34-pengaturan-alternative-dispute-
resolution-adr-kajian-terhadap-undang-undang-nomor-30-tahun-1999,  diakses tanggal 21
November Pukul 14.30 WIB.
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kebahasaan (etimologi) lebih menekankan kepada keberadaan pihak ketiga
yang menjembatani para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan
perselisihannya dimana hal ini sangat penting untuk membedakan dengan
bentuk-bentuk lainnnya seperti arbitrase, negoisasi, ajudikasi dan lain-lain.

Menurut Takdir Rahmadi. A, mengatakan mediasi adalah suatu proses
penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau
cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan
memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan
bantuan prosedural dan substansial.

Lain halnya dengan pengertian mediasi oleh Jimmy Joses Sembiring
bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak
ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk
menyelesaikan sengketa mereka.

Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih konkret dapat ditemukan
dalam Peraturan Mahkamah Agung Rl No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses
perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 butir 6).
Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi
membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian
sengketa (Pasal 1 butir 5).

Pengertian mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Rl Tahun 2003
tidak jauh berbeda dengan esensi mediasi yang dikemukakan oleh para ahli

resolusi konflik. Namun, pengertian ini menekankan pada satu aspek penting
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yang mana mediator pro-aktif mencari berbagai kemungkinan penyelesaian
sengketa. Mediator harus mampu menemukan alternatif-alternatif
penyelesaian sengketa. la tidak hanya terikat dan terfokus pada apa yang
dimiliki oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka.

Mediator harus mampu menawarkan solusi lain, ketika para pihak
tidak lagi memiliki alternatif penyelesaian sengketa, atau para pihak sudah
mengalami kesulitan atau bahkan terhenti (deadlock) dalam penyelesaian
sengketa mereka. Di sinilah peran penting mediator sebagai pihak ketiga yang
netral dalam membantu penyelesaian sengketa.

Dalam hal ini diperlukan untuk Kketerlibatan pihak ketiga yang
independen untuk memberikan fasillitas dari mediasi. Dengan kata lain
mediasi adalah negoisasi antara kedua belah pihak yang dibantu pihak ketiga
yang bersifat netral. Namun ia tidak berfungsi sebagai Hakim yang berwenang
mengambil keputusan.?

Mediasi sebagai salah satu penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh
Hakim di pengadilan atau pihak lain yang berada di luar pengadilan, akibat
dari itu dalam keberadaan mediasi diperlukan aturan hukum. Aturan hukum
yang mengatur mediasi di Indonesia, yaitu: 1) HIR Pasal 130/Rb.g Pasal 154,
2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan
Penyelesaian Sengketa, 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39,
Tentang Perkawinan, KHI Pasal 115, 131 (2) , 143 (1-2), 1- 4, dan PP No. 9

Tahun 1975 Pasal 32 , 4) SEMA No. 1 Tahun 2002, tentang Pemberdayaan

22 Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syari’ah Dalam Kewenangan Peradilan Agama, him.
425- 428.
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Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, dan 5) PERMA
Nomor 1 Tahun 2008, tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Berdasarkan pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama ditegaskan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang
memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara termasuk ekonomi
syari’ah.?

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi atas lima bab, masing-masing bab membahas
permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapatkan
gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global
sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan mengemukakan latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka
pemikiran dan sistematika pembahasan.

Kemudian bab kedua membahas landasan teori tentang konsep umum
mediasi, yang meliputi pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, model-
model mediasi, Syarat-syarat keberhasilan mediasi, tahapan dalam proses

mediasi, pengertian hakam, pengertian sengketa ekonomi syari’ah.

% Mustaming, “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Melalui
Proses Mediasi”, Lihat https://jurnalalahkamstainpalopo.wordpress.com/2014/09/28/tinjauan-
yuridis-penyelesaian-sengketa-di-pengadilan-agama-melalui-proses-mediasi/. Diakses tanggal 21
November 2015 Pukul 02.35 WIB.


https://jurnalalahkamstainpalopo.wordpress.com/2014/09/28/tinjauan-yuridis-penyelesaian-sengketa-di-pengadilan-agama-melalui-proses-mediasi/
https://jurnalalahkamstainpalopo.wordpress.com/2014/09/28/tinjauan-yuridis-penyelesaian-sengketa-di-pengadilan-agama-melalui-proses-mediasi/
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Bab ketiga membahas metode penelitian, yang meliputi jenis penelitian,
lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik
analisis data.

Dalam bab keempat adalah pembasan inti dari skripsi. Bab ini
membahas  tentang gambaran umum Pengadilan Agama Purbalingga,
penyajian data hasil penelitian peranan Hakim sebagai mediator dalam
penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah dan konsep penyelesaian sengketa
ekonomi syari’ah dengan jalan perdamaian (su/h) di Pengadilan Agama
Purbalingga, dan analisis data hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan
Agama Purbalingga yang meliputi salinan putusan dan wawancara Hakim,
panitera, serta staff bagian arsip di Pengadilan Agama Purbalingga.

Bab ke lima adalah berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan,

Saran-saran.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil kinerja penulisan dari bab | sampai V skripsi ini
penulis dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut:
1. Tahapan tahapan mediasi ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama
Purbalingga yaitu: Pra mediasi, mediasi, akhir mediasi.
a. Pra mediasi
Bilamana pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak sudah
lengkap, maka berdasarkan ketentuan pasal, Pasal 130 HIR/ 154 (1)
RBg jo, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2008, Hakim mewajibkan para pihak yang berperkara agar lebih
dahulu menempuh mediasi. Sebelum mediasi dilaksanakan, para pihak
terlebih dahulu memilih mediator yang akan menangani perkara
tersebut. Selain berhak memilih mediator, para pihak juga dapat
menentukan menggunakan hanya satu mediator atau lebih dari satu
mediator.
b. Mediasi
Setelah ditetapkan mediator bagi para pihak, dan dokumen-
dokumen para pihak diberikan pada mediator untuk dipelajari. Maka
mediator menentukan jadwal pertemuan mediasi bagi para pihak dan
mewajibkan kepada para pihak hadir. Mediator di Pengadilan Agama

Purbalingga memberikan keleluasaan kepada para pihak dalam

98
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menentukan jadwal pertemuan karena Hakim mediator pun menyadari
begitu pentingya kehadiran kedua belah pihak dalam proses mediasi.
Proses mediasi dilaksanakan pada Pengadilan Agama Purbalingga

pada tempat yang telah ditentukan.

. Akhir Mediasi

Dalam proses mediasi hanya ada 2 (dua) kemungkinan yang
diperoleh berhasil atau gagal, dalam hal mediasi berhasil mencapai
kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa, terdapat dua prosedur
yang harus ditempuh oleh para pihak antara lain:

1) Dalam sengketa perkawinan (perceraian dengan cerai gugat atau
cerai talak) pihak Penggugat/ Pemohon pada persidangan
berikutnya harus menyatakan mencabut gugatan/ permohonannya,
karena dibidang sengketa perkawinan apabila proses mediasi
berhasil mendamaikan kedua pihak, maka perkaranya harus
dicabut.

2) Dalam sengketa-sengketa selain perkawinan, seperti ekonomi
syari’ah, waris, gono gini, dan sebagainya bila terjadi damai, atau
mediasi berhasil, maka kedua belah pihak dapat membuat draft/
kesepakatan-kesepakatan yang diingankan, dirumuskan bersama
kedua belah pihak (dapat juga dibantu mediator) yang kemudian

dituangkan dalam sebuah Akta Perdamaian.
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2. Peran mediator dalam menunjang efektifitasnya mediasi sengketa ekonomi
syari’ah di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2014, yaitu:

a. Peran mediator sangat berpengaruh dalam keberhasilan mediasi,
karenanya pemilihan mediator menjadi suatu hak bagi para pihak yang
bersengketa untuk membantu menengahi permasalahan yang dihadapi.
Semakin tinggi jam terbang seorang mediator maka mediator tersebut
memliki banyak strategi untuk mencapai keberhasilan mediasi. Selain
itu menggunakan pendekatan dan bernegosiasi yang baik dan benar
memberikan jalan untuk para pihak dalam mencapai kesepakatan atau
win win solutions. Peran mediator sebagai sebuah garis rentang dari
sisi peran yang terlemah hingga sisi peran yang terkuat.

b. Sisi peran terlemah adalah apabila mediator hanya melaksanakan peran
sebagai berikut: penyelenggaraan pertemuan, pemimpin diskusi netral,
pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan
berlangsung secara beradab, pengendalian emosi para pihak, dan
pendorong pihak atau perunding yang kurang mampu atau segan
mengemukakan pandangannya. Sedangkan sisi yang kuat mediator
adalah bila dalam perundingan mediator mengerjakan atau melakukan
hal-hal sebagai berikut: mempersiapkan dan membuat notulen
perundingan, merumuskan titik temu atau kesepakatan para pihak,
membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah
pertarungan untuk dimenangkan, melainkan diselesaikan, menyusun

dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah, dan membantu para
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pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah dan di Pengadilan

Agama Purbalingga sisi peran terlemah dan terkuat sudah mulai

diterapkan sebagai tugas seorang mediator akan tetapi keputusan

tetaplah kembali kepada para pihak karena mediator hanya memiliki

kewenangan mengarahkan dan memberi jalan keluar diluar keputusan.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Penulis ingin memberikan saran-
saran kepada beberapa pihak. Pertama, Kepada Perguruan Tinggi IAIN
Purwokerto  khususnya, untuk membuat lembaga mediasi dalam
pengembangan tingkat mutualitas mahasiswa Syari’ah khususnya dalam
membantu penanganan permasalahan hukum yang ada pada masyarakat.
Kedua, Kepada Lembaga Pengadilan untuk membuka peluang pada kalangan
akademisi dalam hal praktek hukum khususnya dalam mengembangkan model
mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Ketiga, Kepada praktisi
hukum untuk memberikan keadilan yang semestinya bagi masyarakat tanpa
melihat latar belakangnya.

C. Penutup

Alhamdulilah segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, kasih
dan sayang-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, meskipun
masih jauh dari kata sempurna baik dari sisi penulisan, isi penulisan, dalam
hal penyajian, atau pun dari sisi yang lain. Semua kesalahan semata-mata
datang dari penulis, dan kebenaran mutlak milik Allah SWT. Oleh karena itu,

kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan sebagai
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perwujudan tanggungjawab peneliti terhadap penelitian yang telah dilakukan
dan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah
membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik tenaga maupun ide
pikiran dan atas kebaikannya semoga mendapat imbalan dan ridha Allah
SWT. Akhrinya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.



PEDOMAN WAWANCARA:

Narasumber Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Purbalingga

1. Sudah berapa banyak kasus sengketa ekonomi syariah yang berhasil ditangani

oleh Pengadilan Agama Purbalingga dalam kurun waktu Tahun 2009-2014?
Bagaimana proses pendaftaran perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan
Agama Purbalingga? Dari mulai meja satu sampai meja tiga...

Berapa jumlah Hakim di Pengadilan Agama Purbalingga?dari jumlah tersebut
berapakah yang sudah bersertifikat mediator?

Bagaimana peranan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga sebagai mediator
dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah?

. Sesuai dengan ketentuan pasal 15, pasal 16 ayat (1), pasal 17 ayat (1) dan pasal
18 ayat (1) PERMA tentang tugas-tugas mediator, apakah tugas mediator sudah
dengan ketentuan dalam PERMA?

Bagaimana Hakim sebagai mediator dalam mengatur jadwal pertemuan para
pihak, apakah jadwal pertemuan kedua belah pihak ditentukan oleh Pengadilan
Agama Purbalingga atau mereka yang menentukan sendiri (para pihak)?

Apakah setiap mediator akan melakukan kaukus dan bagaimana upaya hakim
dalam melakukan kaukus pada pihak terkait agar pihak tersebut mmencapai
tujuan masing-masing (win win solutions)?

Bagaimana peranan mediator dalam merumuskan kesepakatan perdamaian untuk

mencapai kesepakatan bersama?



9. Bagaimana strategi mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama
Purbalingga?

10. Factor apa saja yang membuat mediasi berhasil?

11. Apa saja yang paling mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama
Purbalingga?

12. Apa saja yang masih dirasa kurang dari Pengadilan Agama tentang jalannya

mediasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga?



PERANAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA !A HUN 2009-

2014

Pedoman wawancara untuk Hakim dan Panitera Pengadilan Aeama Purbalingea

1. Sudah berapa banyak kasus sengketa ekonomi syariah yang berhasil ditangani oleh
Pengadilan Agama Purbalingga dalam kurun waktu Tahun 2009-2014?
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Bagaimana proses pendafiaran perkara sengketa ekonom: syanah di Pengadilan Agama
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3. Be

rapa jumliah Hakim di Pengadilan Agama Purbalingga?dari jumlah tersebut berapakah
yang sudah bersertifikat mediator?



4. Bagaimana peranan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga sebagai mediator dalam

penyelesaian sengketa ekonomi syariah?
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Sesuai dengan ketentuan pasal 15, pasal 16 ayat (1), pasal 17 avat (1) dan pasal 18 ayat

(1) PERMA tentang tugas-tugas mediator, apakah tugas mediator sudah dengan
ketentuan dalam PERMA?
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6. Bagaimana Hakim sebagai mediaior dalam mengaiur jadwal perteniuan para pinak,

apakah jadwal pertemuan kedua belah pihak ditentukan oleh Pengadilan Agama

Purbalingga atau mereka yang menentukan sendiri (para pihak)?
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7. Apakah setiap mediator akan melakukan kaukus dan bagaimana upaya hakim dalam

melakukan kaukus pada pihak terkait agar pihak tersebut mencapai tujuan masing-

masing (win win solutions)?
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8. Bagaimana peranan mediator dalam merumuskan kesepakatan perdamaian untuk

mencapai kesepakatan bersama?
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11. Apa saja yang paling mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama
Purbaiingga®
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12. Apa saja yang masih dirasa kurang dari Pengadilan Agama tentang jalannya mediasi

ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga?
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PERANAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA TAHUN 2009-

2014

Pedoman wawancara untuk Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Purbalingga

1. Sudah berapa banyak kasus sengketa ekonomi syariah yang berhasil ditangani oleh
Pengadilan Agama Purbalingga dalam kurun waktu Tahun 2009-20147

2. Bagaimana proses pendafiaran perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama

Purbalingga? Dari mulai meja satu sampai meja tiga. ..
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3. Berapa jumlah Hakim di Pengadilan Agama Purbalingga?dari jumlah tersebut berapakah
yang sudah bersertifikat mediator?




4. Bagaimana peranan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga sebagai mediator dalam

penyelesaian sengketa ekonomi syariah?
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5. Sesuai dengan ketentuan pasal 15, pasal 16 ayat (1), pasal 17 ayat (1) dan pasal 18 ayat
(1) PERMA tentang tugas-tugas mediator, apakah tugas mediator sudah dengan
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6. Bagaimana Hakim sebagai mediator dalam mengatur jadwal pertemuan para pihak,
apakah jadwal pertemuan kedua belah pihak ditentukan oleh Pengadilan Agama

Purbalingga atau mereka yang menentukan sendiri (para pihak)?

A A\ v Ll o ) LD AN ? Ll Gon. AN LA LD < O\V\i) s

\C,-O\V\\m \/\O\-NS WAL WA AL £ A lga t’LV\QntUO\»\ j‘o\dmo\\ btm“’\\lﬂm

7. Apakah setiap mediator akan melakukan kaukus dan bagaimana upaya hakim dalam
melakukan kaukus pada pihak terkait agar pihak tersebut mencapai tujuan masing-

masing (win win solutions)?
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8. Bagaimana peranan mediator dalam merumuskan kesepakatan perdamaian untuk

mencapai kesepakatan bersama?
WA A\ G\ nﬁ‘u\ \)\\n [og\(E o\ Ow\jwf\aﬁw\ AVA\Se e wAaws buex d ok
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9. Bagaimana strategi mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga?
S o\ oA Soakcu Sevokea,  watdrowor dlwn WALwA LA Q*"‘
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10. Factor apa saja yang membuat mediasi berhasil? )
e \cwsondow o \cadue, Luanw ¥'\\f\0\\c O Qu\gw\\ﬂ
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11. Apa saja yang paling mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama

Purbalingga?
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12. Apa saja yang masih dirasa kurang dari Pengadilan Agama tentang jalannya mediasi

ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga?
SO\W\kQ Al iy AN\ o VWA \ e,  Qaloww

Interviewee




PERANAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA TAHUN 2009-

2014

Pedoman wawancara untuk Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Purbalingga

1. Sudah berapa banyak kasus sengketa ekonomi syariah yang berhasil ditangani oleh

Pengadilan Agama Purbalingga dalam kurun waktu Tahun 2009-20147
Kurang 12bil, 16 Pecicaran  Towmey Sudow wiaisawe L2 YP‘ Yooy

2. Bagaimana proses pendaftaran perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama

Purbalingga? Dari mulai meja satu sampai meja tiga. ..
Aot Megn T Pendorcaran, szw , A LA WA Gv«g‘awm . Recnnono

o |, Veirz ec. \{o_w WABWeWneow 2\ e s SN w\qﬂo\ T\, WAL Tolcox DAL e O

Qovwn Vuw  registey ¥adae  Bugaren [ Piwanong,  Sesuo

3. Berapa jumlah Hakim di Pengadilan Agama Purbalingga?dari jumlah tersebut berapakah
yang sudah bersertifikat mediator?
Sork Wit Juwilohh A AMGw onae b Ovrowv~y ter Aiey Qe



4. Bagaimana peranan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga sebagai mediator dalam
penyelesaian sengketa ekonomi syariah? '

brrusoma  Wamidiad  wanogewor, | ¥tdua boteds R'\""‘“

O\Q\'\ o \0 L \oon

Untoe e dowaan

5. Sesuai dengan ketentuan pasal 15, pasal 16 ayat (1), pasal 17 ayat (1) dan pasal 18 ayat

(1) PERMA tentang tugas-tugas mediator, apakah tugas mediator sudah dengan
ketentuan dalam PERMA?
i A Purvolingg o buoes ~ wnedionne b mt Yo e, ilens co
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Seanuike Seewe e ean \( Lreewes TTow

WG Sule

6. Bagaimana Hakim sebagai mediator dalam mengatur jadwal pertemuan para pihak,

apakah jadwal pertemuan kedua belah pihak ditentukan oleh Pengadilan Agama

Purbalingga atau mereka yang menentukan sendiri (para pihak)?
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7. Apakah setiap mediator akan melakukan kaukus dan bagaimana upaya hakim dalam

melakukan kaukus pada pihak terkait agar pihak tersebut mencapai tujuan masing-
masing (win win solutions)?
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8. Bagaimana peranan mediator dalam merumuskan kesepakatan perdamaian untuk

mencapai kesepakatan bersama?
U\\O\g'\\(\ﬂ S Oy C\l\l’\\f\juv\ 2 o AU N TN WA WV OO O\(‘O"K%
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9. Bagaimana strategi mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga?
SN Soku Shraettyy '(m\%‘ AnCokonn O\ \{o\\t
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10. Factor apa saja yang membuat mediasi berhasil?
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11. Apa saja yang paling mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama

Purbalingga?
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12. Apa saja yang masih dirasa kurang dari Pengadilan Agama tentang jalannya mediasi

ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga?
'-(o\woj WALA S A\~ \wrmcjﬁ S\dene  pde owe v o ’? A V\W“\oo.\)m
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Purbalingga, 2 I ok, o/ TR 2013
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DOKUMENTASI

Wawancara dengan Ibu Titi Hadiah Milihani
(Hakim sekaligus Mediator Pengadilan Agama Purbalingga)




Wawancara dengan Bapak Mahmud HD
(Hakim sekaligus Mediator Pengadilan Agama Purbalingga)
Pada tanggal 5 Januari 2016 Pukul 15.00 WIB




KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : JI. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

‘JAIN PURWOKERTO

SURAT PERINTAH PENELITIAN
Nomor : In22/FSTMva / brvg, ©8) /2015

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dengan ini memberikan perintah tugas

kepada:
Nama : Ishmatul Maula
NIM : 1123202023
Semester/ Prodi : IX/ Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik . 2015/2016

Untuk melaksanakan tugas riset individual guna memperoleh data dalam rangka

penyusunan skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek . Peranan Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian
Sengketa Ekonomi Syariah

Tempat/Lokasi : Pengadilan Agama Purbalingga

Waktu Penelitian : 07 Desember 2015 s.d 07 Januari 2016

Metode Penelitian . Observasi, Interview, dan Dokumentasi

Demikian surat perintah ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 4 Desember 2015

An. Dekan Fakultas Syari’ah
Ketua Jurusan Muamalah

e

Agjz
NIP. 19751224 200501 1 001

Tembusan:
1. Wakil Dekan I Bidang Akademik
2. Kasubbag MIKWA dan Alumni
3. Arsip
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KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Ji. Jend. A, Yani No. 40 A Purwokerfo 53126

Telp : 0281-635624, 628260, Fax 0281-636563, www.ainpurwokerto.ac.id

" JAIN PURWOKEETO

SURATKETERANGAN
Nomor: In.22/FS.J.MUA/PP.00.9/ on /2016

Y ang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah

IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Ishmatul Maula
NIM : 1123202023
Semester/ Prodi : X/ Hukum Ekonomi Syari'ah

Jurusan : Muamalah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada
hari Rabu, 24 Februari 2016 dengan nilai B-.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan

sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 25 Februari 2016

A
X
12219751224 200501 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JI. Jambukarang No. 8 Telepon ( 0281 ) 891450 Fax (0281) 895194
PURBALINGGA - 53311

Nomor  : 071/545/2015 Purbalingga, 2 Desember 2015

- Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Survey/Pra Survey/Uii Validitas Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga

di-
PURBALINGGA

Menindaklanjuti surat rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Purbalingga Nomor : 071/718/2015 tanggal 2 Desember 2015, perihal sebagaimana
tersebut pada pokok surat, dengan hormat diberitahukan bahwa pada Instansi Bapak/lbu akan
dilaksanakan Penelitian/Pra Survey oleh :

Nama/NIM : ISHMATUL MAULIA NIM : 1123202023
Pekerjaan . Mahasiswa _
Alamat . Ds. Laren RT 002/001 Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes
Lokasi . Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga

Judul/ Tujuan : PERANAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA EKONOMI SYARI'AH DI PENGADILAN AGAMA
PURBALINGGA TAHUN 2009-2014

Waktu - Desember 2015 s.d. Januari 2016

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon perkenan Bapak/lbu agar yang
bersangkutan untuk dapat kiranya difasilitasi. Setelah selesai, yang bersangkutan berkewajiban
melaporkan hasil Penelitian/Pra Survey kepada BAPPEDA Kabupaten Purbalingga dengan
menyerahkan satu eksemplar laporan untuk didokumentasikan dan dimanfaatkan seperunya.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas bantuan dan kerja sama yang baik
disampaikan terima kasih.

A.n. KEPALA BAPPEDA
Kabupaten Purbalingga
atistik Pengendalian dan Evaluasi,

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.
1. Kepala Kantor Kesbang dan Pol Kabupaten Purbalingga;
2. Dekan Fakultas Siari'ah IAIN Purwokerto;
3. Yang bersangkutan.




PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jambu Karang No. 2 Telp ( 0281) 893117 Purbalingga 53311

Purbalingga, 02 Desember 2015
Nomor : 071/718/2015 Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Purbalingga
Lampiran di -
Perihal : Research / Survey PURBALINGGA
Berdasarkan Surat dari : [AIN PURWOKERTO

Nomor : In.22/FS.J.MuA/PP.009/079/2015 Tanggal : 01 Desember 2015

Di wilayah Kabupaten Purbalingga akan dilaksanakan research / survey tentang

( Fhoto Copy ) terlampir oleh

1. Nama : ISHMATUL MAULA

2. NIM 0 1123202023

3. Pekerjaan : Mahasiswa

4. Alamat : Ds. Laren Rt. 001/001 Kec. Bumiayu, Kab. Berbes

5. Tujuan Research / survey : untuk menyusun Skripsi berjudul :

“ PERANAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
EKONOMI SYARI’AH DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA TAHUN 2009-2014

6. Waktu : 07 Desember S.d 07 Januari 2016
7. Lokasi : KABUPATEN PURBALINGGA %
Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon tidak berkeberatan untuk menerbitkan

surat ijinnya.

An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA
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Tembusan Kepada Yth
I. Bupati Purbalingga

2. Wakil Bupati Purbalingga

3. Sekretaris Daerah Kab. Purbalingga.
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Diberikan kepada :

aty Gu(
Atas partisipasinya Sebagai

PESERTA

dalam kegiatan Islamic Law Visiting : Kunjungan ke Pengadilan Negeri Cilacap
dengan tema “Mengenal Lebih Dekat Lembaga Peradilan”

yang diselenggarakan oleh Departemen Advokasi dan Jaringan
Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Muamalah

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
pada hari Selas, tanggal 2 Okiober 2012
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IAIN PURWOKERTO

Hal

KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : JI. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

: Biodata Mahasiswa

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 16 Maret 2016

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syari’ah
IAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Guna memenuhi syarat-syarat untuk Munagasyah Skripsi, maka saya sampaikan

biodata sebagai berikut:

1. Nama
NIM
Jurusan/ Program Studi
Angkatan Tahun
Tempat/ Tanggal Lahir
Alamat Asal

ok wn

7. Alamat Sekarang

8. Nama Orang Tua/Wali

9. Pekerjaan Orang Tua/Wali
10. Judul Skripsi

11. Asal Sekolah

12. Nomor ljazah Terakhir

13. Tanggal Lulus Munagasyah
14. Indeks Prestasi Komulatif

. Ishmatul Maula

: 1123202023

: Muamalah/ Hukum Ekonomi Syariah

: 2011

: Brebes/ 12 Februari 1993

:Laren RT 02 RW 01 Kecamatan Bumiayu

Kabupaten Brebes

: Laren RT 02 RW 01 Kecamatan Bumiayu

Kabupaten Brebes

:a. Ayah : Khoeroni

b. Ibu  : Siti Rofiqoh

:a. Ayah : Guru

b. lbu : Staff Tata Usaha

: Peranan Hakim Sebagai Mediator Dalam

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di
Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2014

: MAN 2 Brebes
: MA 110008338
N N e (diisi oleh petugas)
e ————— (diisi oleh petugas)

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan

periksa dan digunakan seperlunya.

Wassalamu’alikum Wr. Wb.

Saya tersebut di atas

Ishmatul Maula
NIM. 1123202023




KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : JI. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id
IAIN PURWOKERTO




DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. ldentitas Diri

1. Nama Lengkap : Ishmatul Maula

2. NIM : 1123202023

3. Tempat/Tgl. Lahir : Brebes, 12 Februari 1993

4. Alamat Rumah : Laren RT 02/01, Kec. Bumiayu, Brebes
5. Nama Ayah : Khoeroni

6. Nama lbu . Siti Rofigoh

B. Riwayat Pendidikan Formal
1. Ml al-Ishlah Laren, lulus tahun 2005.
2. SMP Bustanul ulum, lulus tahun 2008.
3. MAN 2 Brebes, lulus tahun 2011.

4. Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto.

Purwokerto, 16 Maret 2016
Hormat Saya,

Ishmatul Maula
1123202023
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